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PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa
Pemerintah secara elektronik, diperlukan tata cara
yang sederhana, jelas dan komprehensif guna
efektifitas dalam pelaksanaan bagi pengguna dan
penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara
Elektronik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5038);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4855);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
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11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Peraturan Presiden Nomr
13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur;

12. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas  Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi
Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA
ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
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3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN,

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi
Banten.

7. Lembaga kebijakan barang/jasa pemerintah selanjutnya disingkat
LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan  dan
merumuskan kebijakan pengadaaan barang/jasa sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemeriintah.

8. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE
adalah Unit Kerja pada K/L/D/I yang dibentuk untuk
menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara
elektronik.

9. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE
adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah  yang dikelola oleh Layanan
Pengadaan Secara Elektronik.

10. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP adalah unit
organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan
barang/jasa pada K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri
sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

11. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian
pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.

12. Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat
yang disamakan pada institusi lain Pengguna APBN/APBD.

13. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan
oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

14. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

15. Aparat Pengawas Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah
aparat yang melakukan pengawasan melalui audit reviuw, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaran
tugas dan fungsi organisasi.

16. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan
yang menyediakan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa
konsultansi/jasa lainnya.
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17. Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disebut E-Procurement
adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan
menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik, sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

18. Pengguna (User) adalah peserta/pemakai sistem pengadaan secara
elektronik yang wajib mempunyai User ID dan Password yang telah
teregistrasi di Sistem Pengadaan Secara Elektronik, serta seluruh
pihak yang menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik,
termasuk Pejabat Pembuat Komitmen/Panitia Pengadaan, penyedia
barang/jasa yang telah terdaftar dan memiliki User ID dan Password
dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

19. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari
pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam Sistem
Pengadaan Secara Elektronik.

20. E-Tendering adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang
dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia
barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik
dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu
yang telah ditentukan.

21. E-Lelang Umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti
oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang
memenuhi syarat.

22. E-Seleksi adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk
semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa
konsultansi yang memenuhi syarat.

23. E-Catalogue atau katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik
yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang
tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah;

24. E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem
katalog elektronik.

25. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk
mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam
pengadaan barang/jasa.

26. System Provider Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit
yang mengelola sistem yang telah terinstalasi aplikasi sistem
pengadaan secara elektronik tersendiri dan memberikan pelayanan
registrasi dan verifikasi, training, dan layanan pengguna.

27. Service Provider Layanan Pengadaan Secara Elektronik Layanan
Pengadaan Secara Elektronik adalah unit yang menginduk secara
kesisteman ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik lain, dengan
memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, training, dan layanan
pengguna.

28. Registrasi adalah proses pendaftaran penyedia barang/jasa untuk
mendapatkan kode akses (user ID dan password) ke dalam sistem
aplikasi.

29. Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyedia barang/jasa
oleh layanan pengadaan secara elektronik melalui mekanisme kontrol
dalam proses registrasi/pendaftaran calon penyedia barang/jasa yang
meliputi persetujuan dan penyampaian notifikasi persetujuan.
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30. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas
informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan
informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan
otentikasi.

31. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat,
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,
digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,
ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,
peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode
akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

32. Message Diggest 5 adalah suatu metode untuk memberikan jaminan
bahwa dokumen elektronik yang dikirim akan sama dengan dokumen
elektronik yang diterima, dengan membandingkan sidik jari atau hash
key dari dokumen tersebut.

33. File adalah sekumpulan record-record yang saling berhubungan,
memiliki nomor yang disesuaikan dengan posisinya dalam file.

34. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh
pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi banyak pengguna
(multiuser) untuk memferivikasi User ID kepada sistem keamanan
yang dimiliki oleh jaringan atau sistem.

35. Kode Elektronik atau Hash Key adalah angka, huruf, simbol, karakter
lainnya atau kombinasi diantaranya, yang menunjukkan bahwa
dokumen elektronik yang dikirim akan sama dengan dokumen
elektronik yang diterima.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi

pengguna dan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Pemerintah
Daerah.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur untuk meningkatkan
efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah
Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3
(1) Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dilakukan

dengan cara E-Tendering atau E-Purchasing melalui aplikasi SPSE
yang dikembangkan oleh LKPP.
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(2) Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan cara
E-Tendering atau E-Purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa PA/KPA mengumumkan
rencana umum pengadaan barang/jasa secara elektronik pada awal
tahun anggaran melalui Portal Pengadaan Nasional /website LPSE.

(2) LPSE menginventarisasi data dan rencana jadual pengadaan
barang/jasa sebagai acuan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
secara elektronik.

Pasal 5

Pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBD/APBN di daerah wajib
melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian
/seluruh paket-paket pekerjaan.

Pasal 6
(1) Untuk memperlancar penggunaan SPSE diperlukan petunjuk teknis

pengguna (user guide).
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pengguna (user

guide) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
Keputusan Ketua Pelaksana Harian LPSE.

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 7

LPSE menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut :
a. jaringan dan akses internet/intranet;
b. ruang bidding.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

LPSE menyampaikan laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemerintah tiap 6 (enam) bulan/sesuai kebutuhan kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(1) Sebelum terbentuknya unit kerja LPSE di daerah,  penyelenggaraan
layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan oleh tim
adhoc.
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(2) Tim adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 3 Februari 2012

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH
Diundangkan di Serang
pada tanggal : 3 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN  2012 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH  PROVINSI BANTEN

KEPALA BIRO HUKUM,

H. S A M S I R, SH. M.Si
Pembina TK.I

NIP. 19611214 198603 1 008


